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Pasal173

Cukup jelas

Pasal174

Cukup jelas

Pasal175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan
RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang daerah telah dipedomani dalam
merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal181

Cukup jelas

Pasal182

Ayat(1)

Pengendalian pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam
RKPD, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan
yang dilaksanakan melalui APBD; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas
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Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran
RPJMD; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Ayat(1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan
RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD; dan
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b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang
direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas
serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

c. evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat
dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah
dan pembangunan jangka menengah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal196

Ayat(1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA­
SKPD/UKPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target
indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan
kendala yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program,
kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja
SKPD/UKPD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta
prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal200

Cukup jelas

Pasal201

Cukup jelas

Pasal202

Cukup jelas

Pasal203

Ayat (1)
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Capaian kinerja adalah tolok ukur prestasi kerja yang akan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan
prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 204

Ayat(1)

Keberadaan sistem pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin
kesinambungan pengukuran, objektivitas, dan transparansi terhadap
metode serta hasil pengukuran kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal205

Ayat (1)

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan yang dicapai pada
setiap sasaran serta program dan kegiatan prioritas. Indikator kinerja
dipisahkan antara leading indicators dan lagging indicators.

Target kinerja adalah rencana (capaian) kinerja di setiap indikator
kinerja yang ditentukan/dipilih atas suatu sasaran serta program dan
kegiatan prioritas. Target kinerja ditentukan dengan melihat capaian
kinerja diawal periode perencanaan dan program atau kegiatan prioritas
yang akan memengaruhi (termasuk eksternalitas lainnya).

Ayat (2)

Arsitektur kinerja secara berjenjang harus jelas hubungan dan
penanggungjawabnya, sesuai dengan lingkatan organisasi dan
kewenangan di dalamnya hingga tingkat unit kinerja terkecil dalam
organisasi (personal scorecard)

Pasal206

Ayat (1)

Indikator sasaran (impact) yang menjadi tolok ukur keberhasilan
(tanggungjawab) Gubernur adalah indikator makro pembangunan yang
paling luas cakupan dan pengaruhnya bagi tujuan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah dikaitkan dengan visi dan misi
RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal208

Cukup jelas

Pasal209

Cukup jelas

Pasal210

Ayat (1)

Kedudukan data dan informasi kinerja sangat penting dalam menilai
keberhasilan kinerja penyelenggaran pemerintah dan secara bertahap
harus terus disempurnakan.

Ayat (2)

Penggunaan hasil penilaian indikator kinerja sebagai salah satu
pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan kebijakan
pegawai daerah harus jelas strategi dan tahapan implementasinya untuk
meningkatkan kesadaran atas arti penting kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Tahapan dan penentuan pihak-pihak yang mendapatkan penghargaan
harus disosialisasikan secara memadai melalui media yang dapat
diakses dengan mudah untuk memberikan dorongan positif bagi pola
pikir (mindset) dan perilaku aparatur daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal211

Cukup jelas

Pasal212

Cukup jelas

Pasal213

Penetapan perubahan RPJMD yang dimaksud dalam pasal ini adalah
melalui RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal214

Cukup jelas

Pasal215

Ayat(1)

Penetapan perubahan RKPD oleh akibat perbedaan dengan KUA
PPAS dan APBD yang ditetapkan, dapat dibuat sekaligus pada tahap
perubahan APBD.
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal216

Cukup jelas

Pasal217

Cukup jelas

Pasal218

Cukup jelas

Pasal219

Cukup jelas
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